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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI
Nomaor Ly ! 2507 ! Disdikpora

TENTANG
PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Menimbang :m, bahwa dalom rangka menmgkatkan Program Pendidikan Non Formal dan
Informal perun serta musysrakal sebagnl mitr Pemerintal diberl kesempiatin yang
seluns-lunsnya dalam penyelenggarsan pendidikan non formal dan informal,

b. bubwa scbagaimuns program dimaksud pada butir a di atas penyelenggors
pendidikan oleh masyarakmt, perlu diatur melaloi perizinan penyelongearammnyi

¢, buhwa berdasatkan pertimbangan horof b di atas perlu ditetapkan dengan
Keputiian Repaka Dinas Pendidikan

Mengingat ¢ L. Undang-Undang Dasar 1945 besertu pernbahannya, Bab XA pasal 28 3 ayat (2)
dan pasal 28¢ nynt (1) serta Bab X1 pasal 31 aynt (1), uyit (2-5) dst tentang hak
warganegara untuk mendapat peadidikon

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabwn 1990 tentang Prn Sekolah  (Lembarun
Negarit RI tahiun 1990 Nomor 35 ).

3. Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayasn Nomar 018071997 Tahun 1997
tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermam dan
Penitipan Anak;

4. Undang-undang Nomor ¢ 22 Tahun 1999, wotang Pemerintah Dicenh (Lembarn
Negara R Tahyn 1999 Nomaor 60, tambahisn Lembaran Negara 3839),

S. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6. Undang-undung Nomor @ 20 tahun 2003, teatang System Pendidikan Nashoaul
Pasal 28 tentang Pendidikan Ansk Usia Dini /PAUD (Lembaran Negar Tahun 23
Nomor 78, tambahan Lembaran Negarn Nomor 4301);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tabun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kot Cimahi Twhun 2003 Nomaor 23 seri D),

8 Pernturnn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Talum 2005 tentang Standar
Nasionu! Pendidikan Bab 1 Pasal | ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30
aynt (1), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Stadar PTK dan Bab XML "
Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditisi

9. Peraturan Dacrah Kota Cimohi Nomor 4 Tahun 2007 tentung Penyelenggaraan

Pendidikun (Lembaran Dacrah Kota Cimahi Tabun 2007 Nomor 73 sen 1)

sebagaimarna telab diuboh dengan Peraturan Dacrah Kota Cimahi Nomor 3 Tabun

2009 tentang Perubshan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pendidihan (Lembaran Doaernh Kots Cimsahi Tahun 2009 Nowor

99 seri D).

Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 wntang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini

11 Peraturan Pemerintab  Republik Indonesia Nomor 17 Talun 2000 tenang

Pengelotnan dan Penyelenggaraan Pendidikan
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan ;
I, Walikota Cimahi.

I. Proposal Permohonan dari KOBER ALI AZHARI KHODUAH

2. bahwa berdasarkan lnporan Tim Peneliti bulan Juni Tehun 2014, tentuny
persyaratan KOBER ALI AZHARI KHODUAH  dapat diberikan persetujuan
operasional  pendidikan non formal dan informal yang divclenggarnkan
masyarakat, bahwa §jin penyelenggarnan tersebut dapat diberikan dalam bonss-
hatas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berliku.

MEMUTUSKAN

Memberi persetujuan operasional Kepada Penyelenggaruan Lembags Pendidikan
Anak Usin Dini (PAUD )¢

Nama PAUD i KOBER ALI AZHARI KHODIJAH

Alamat ¢ JI Nanjung No. 88 RT. 03 RW. 13 Kel. Utiuna
Kee. Cimahi Selatan Kota Cinahi

Rumpun ¢ Khusus

Nama Pemimpin ¢ Hj. SABITAH

Ketun Penyelenggara ! Hj. SABITAH

ljin penyelenggarann terscbut berdnko mulai bulan Juli Tabun 2004 dan berakhic
sumpal dengan bulan Juli Tahaa 2017

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut

I Wajib menyelengearakan Pendidikan Anak Usia Dini pady Pendidikon Non
Formal dan Informul yang diselenggarakan masyarakat sedeimikian mipe selinggs
dupar memenuhi fungst sosiatnya serhadap masyarakat

2. Wajib mentati peratoran perundang-undongan vang berfeky atau ying akan
ditentukan kemudian

3. Wajib mengicimbmn lapornn berkaln sesuni dengan ketentuan menarat model yang
ditentukan,

4. Wajib mengajukan permohonan ban selambat-Tumbatnya 30 hari sebelum in i
bernkhir.

Keputusan ini mulai berlaku scjek tangeal ditetnpkan dengnn ketentuan akan
diadakan perbaikin apubils terdapat kekeliruan dalam penetaponya

- Ditetapkan di i CIMAHI
pada tanggal TS au 2014

: dmu:m.m.rd
ot Ba Mud

Nip. 19590501 (98302 1 002

2, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Juwa Borat.

3. Dirjen Pendidikan Anok Usia Dinl, Non Formal dan Informal
Kemendiknas Rl di Jakarta

4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.

5. Kepola Kelurahan yang bersanglutun
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